
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. SEWA MENYEWA DALAM ISLAM (IJARAH) 

1.  Pengertian Ijarah  

Menurut bahasa, Ijârah berasal dari kata al-ajru yang berarti “upah” atau “ganti” 

atau “imbalan”.1 Karena itu lafaz Ijârah mempunyai pengertian umum yang meliputi 

upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena 

melakukan sesuatu aktivitas. Dalam arti luas, Ijârah bermakna suatu akad yang berisi 

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. 

Ijârah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa 

barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam 

waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang 

diketahui pula.2 Sewa adalah hasil dari inisiatif, keberanian berusaha dan efisiensi. Hasil 

itu didapat sesudah terjadinya proses penciptaan nilai karena pemilik barang atau asset 

tetap terlibat di dalam dan terkait dengan pemanfaatannya oleh pengguna.3 Menurut 

Hasbi Ash-Shiddiqie Ijârah ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk 

masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.4 

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ijârah adalah transaksi atas suatu 

manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam 
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tanggungan waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan 

upah yang diketahui pula. Sedangkan menurut Muhammad Rawas. Qalaji, sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Syafi‟I Antonio, Ijârah adalah akad pemindahan hak guna atas 

barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.5 Menurut Hanafiyah Ijârah 

adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari 

suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah Ijârah adalah 

nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian 

yang dapat dipindahkan.6 Ijârah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat 

barang atau jasa yang halal dan jelas. Ijârah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik 

jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan 

manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk 

mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.7  

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan 

Ijârah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.8 Dalam 

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijârah. Ijârah adalah 

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 
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Dengan demikian akad Ijârah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan 

hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.9  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sewa menyewa adalah 

memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang 

yang menerimanya, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan 

sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan 

syarat tertentu. 

2.  Dasar Hukum Ijarah 

Ajaran islam pada prinsipnya sangat memperhatikan kebutuhan manusia yang telah 

menjadi fitrahnya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Saling 

membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya maka diperlukan adanya aturan yang dapat 

memberikan rasa keamanan, kelestarian dan ketentYazidn dalam kehidupan 

bermasyarakat termasuk hubungan timbal balik antar sesama. Sebagaimana dalam dasar 

hukum sewa menyewa, yaitu:  

a. Al-Qur‟an  

1) QS. Al-Qasas (28):26  

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ ٓ  ابََتِ اسْتَأْجِرهُْ ٓ  قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰ  الَْْمِيُْ اِنَّ خَي ْ  

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 
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yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya.”  

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan dalam hal memperkerjakan seseorang, 

memberi upah maupun sewa menyewa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah 

atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan 

kenyataan kepada Allah Swt. 

2) QS. Al-baqarah (2): 233  

 رِزْقُ هُنَّ  وَعَلَى الْمَوْلوُْدِ لَوُ  ٓ  وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلْدَىُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ اَراَدَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

 ٓ  بِوَلَدِه بِوَلَدِىَا وَلْ مَوْلوُْدٌ لَّوُ ٓ  ةٌ وَالِدَ  تُضَاۤرَّ  لْ  ٓ   وُسْعَهَا اِلَّْ  نَ فْسٌ  تُكَلَّفُ  لْ  ٓ  بِالْمَعْروُْفِ  وكَِسْوَتُ هُنَّ 

راَضٍ  عَنْ  فِصَالْ  اَراَدَا فَاِنْ  ٓ   ذٰلِكَ  مِثْلُ  الْوَارثِِ  وَعَلَى هُمَا ت َ  اَنْ  اَرَدْتُّّْ  وَاِنْ ٓ   عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَ  وَتَشَاوُرٍ  مِّن ْ

رْضِعُوْ  يْتُمْ بِالْمَعْروُْفِ  ٓ  ا سَلَّمْتُمْ مَّااِذَ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ  اوَْلْدكَُمْ  آ  تَسْت َ وَ وَاعْلَمُوْ  ٓ  اٰت َ وَ ٓ  وَات َّقُوا اللّٰ ا اَنَّ اللّٰ

رٌ  عْمَلوُْنَ بَصِي ْ  بِاَ ت َ

 Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. 



dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-

baqarah (2): 233)  

 Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam Hukum 

Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang 

lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala 

bentuk sewa menyewa.10  

 

3) QS. An-Nisa (4): 29  

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّْ ا ٓ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لْ تَأْكُلوُْ ٓ  يٰ  راَضٍ  ٓ  امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ اَنْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ عَنْ ت َ

قْتُ لوُْ  ٓ  مِّنْكُمْ  وَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٓ  ا انَْ فُسَكُمْ ٓ  وَلْ ت َ اِنَّ اللّٰ  

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4):29)  

 Ayat di atas menjelaskan tentang larangan yang tegas mengenai memakan harta 

orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri 

dengan jalan yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat dan 

tidak diridhai Allah Swt. 
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b. Hadits dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:  

“Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah 

dan Al-Baihaqi)11 

c. Ijma‟ Ulama  

Landasan ijma‟ nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun 

yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka 

yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.12 ijma‟ secara bahasa berarti 

“kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah.13 

Ijârah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijârah diqiyaskan dengan jual beli, di mana 

keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam Ijârah yang menjadi objek jual 

beli adalah manfaat barang. Praktik Ijârah di Indonesia juga mendapat legitimasi dari 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.14 

d) Akad Ijârah menjadi perantara (wasilah) adanya kemudahan bagi manusia dalam 

memperoleh apa yang diinginkannya berupa manfaat bagi orang yang tidak memiliki 

benda. Maka kebutuhan akan manfaat seperti butuhnya benda. Orang fakir 

membutuhkan harta orang kaya dan orang kaya pun membutuhkan tenaga orang fakir. 

Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip dasar diperbolehkannya akad dan 

hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, yaitu untuk menghilangkan 

                                                                 
11

 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadiits: Hadis -hadis Pil ihan, (Bandung: Sinar Baru, 1993), 
h.151    
12

 Hendi Subendi....,h. 117 
13

 Wawan Nugraha, Maman Surahman, Yaya t Rahmat, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa 
Menyewa di Tokyo Kos Bandung, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2, (Bandung: Fakultas 
Syariah Universitas Islam Bandung, 2018), h. 478 
14

 Imam Mustofa….,h. 105  



kesempitan kepada manusia. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk ke dalam hikmah 

disyariatkannya Ijârah. 

3.  Rukun dan Syarat Ijarah  

Dalam melaksanakan sewa menyewa terdapat rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa. Rukun dan 

syarat tersebut harus dipenuhi agar sah dalam melakukan sewa menyewa dan tidak ada 

yang dirugikan selama pelaksanaan sewa menyewa berlangsung.15 Rukun dan syarat 

sewa menyewa tersebut meliputi: 

a. Rukun ijarah16 

1) Âqid (orang yang berakad), yaitu Mu‟jir (orang yang menyewakan) dan musta‟jir 

(orang yang menyewa)  

2) Shighat akad, yaitu ijab dan kabul Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab 

“Al- „Aqdu” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan 

menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (yang melakukan ikatan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh 

pada objek perikatan.17 

3) Ujrah (uang sewa atau upah) 

4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari 

orang yang bekerja adalah perkara mubah (boleh) menurut syara‟ dan bukan 

termasuk hal yang diharamkan (dilarang).  
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5) Benda-benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zatnya) hingga waktu yang 

ditentukan menurut perjanjian dalam akad.18 

b. Syarat ijarah 

1) Syarat terjadinya akad (al-inqâd)19 Syarat ini berkaitan dengan âqid, zat dan 

tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, âqid (orang yang melakukan akad) 

disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak 

disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad 

Ijârah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama 

Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat Ijârah dan jual beli, 

sedangkan baligh adalah penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz 

adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan 

Syafi‟iyah mensyaratkan orang yang akan melakukan suatu akad harus mukallaf 

yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan 

ahli akad.  

2) Syarat pelaksanaan (an-nafâdz)20 Agar Ijârah dapat terlaksana barang harus 

dimiliki oleh âqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan 

demikian, Ijârah al-fudhul (Ijârah) yang dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan 

adanya Ijârah. 
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3) Syarat sah Ijârah (syurût al-sihhah) Keabsahan Ijârah sangat berkaitan dengan 

âqid (orang yang melakukan akad), ma‟qûd „alaih (barang yang akan menjadi 

objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafsal-„aqad), yaitu:21  

a) Adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad Yaitu tidak boleh dilakukan 

akaq Ijârah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan 

dari pihak-pihak yang berakad.  

b) Ma‟qûd alaih bermanfaat dengan jelas Adanya kejelasan dalam ma‟qûd alaih 

sehingga menghilangkan pertentangan diantara âqid. Dalam menentukan 

masalah waktu sewa, ulama Mazhab Syafi‟I memberikan syarat yaitu bila 

seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 

1.000.000., sebulan, maka akad itu batal karena dalam akad yang semacam ini 

diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula. 

Menurut mereka sewa menyewa dengan cara di atas menunjukkan tenggang 

waktu sewa tidak jelas atau satu tahun atau dalam satu bulan. Berbeda halnya 

jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000., jadi, 

rumah itu dapat disewakan tahunan atau bulan. Menurut Jumhur ulama bahwa 

akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun sewa Rp 

1.000.000., sebulan, maka menurut Jumhur ulama akadnya sah untuk bulan 

pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling 

rela membayar sewa dan menerima sebesar Rp 1.000.000., maka kerelaan ini 

dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan bay‟ al- 
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mua‟thah yaitu jual beli tanpa ijab dan kabul tetapi cukup dengan membayar 

uang dan mengambil barang yang dibeli.22 

c) Ma‟qûd alaih harus dapat memenuhi secara syara‟ Objek sewa harus dapat 

dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah 

menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat 

terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat 

tepenuhi secara syar‟i, oleh karena itu mustahil atau dipandang tidak sah 

menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid atau 

menyewa orang untuk mengajari sihir sebab diharamkan syara. 

d) Kemanfaatan benda atau jasa yang menjadi objek transaksi akad dibolehkan 

menurut syara‟ Pemanfaatan barang atau jasa harus digunakan untuk perkara-

perkara yang dibolehkan syara‟, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, 

menyewakan mobil untuk dirental, sewa buku untuk belajar. 

e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya Contohnya adalah 

menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa karena sholat dan puasa merupakan 

kewajiban setiap mukmin dan menyewa istri sendiri untuk melayani sebab hal 

itu merupakan kewajiban istri.  

f) Tidak mengambil menfaat bagi diri orang yang disewa Tidak menyewakan diri 

untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan adalah untuk dirinya 

sendiri. 

g) Manfaat ma‟qûd „alaih sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh 

menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak 
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sesuai dengan manfaat pohon atau menyewa kuda tunggangan untuk 

mengangkut barang yang dimaksud dalam Ijârah. 

h) Adapun syarat barang sewaan (ma‟qûd „alaih ) ialah dapat dipegang atau 

dikuasai.  

1) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga 

dan jelas bilangan atau ukurannya. 

2) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang, yaitu: 

a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang. 

b. Manfaat barang atau jasa dapat diganti dengan materi. 

c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai. 

d. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang melekat pada barang 

yang sah kepemilikannya. 

e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti, 

menyewa pohon untuk diambil buahnya sewa semacam ini tidak sah, 

termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui 

karerna darurat dalam hadanah.  

f. Manfaat dapat diserahterimakan. Manfaat harus jelas dan dapat 

diketahui 

3) Syarat kelaziman (syurut al- luzûm) Syarat yang mengikat ini ada dua 

syarat, yaitu:23 

1. Objek yang diakadkan tidak boleh terdapat kecacatan ('aib) yang mana 

menjadi penyebab terhalangnya pemanfaatan atas benda yang 

disewakan. Bila terdapat kecacatan terhadap sebuah objek yang 
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diakadkan maka pihak penyewa (musta'jir) diperbolehkan untuk 

memilih apakah ingin melanjutkan akad dengan diskon uang sewa 

seperti hal nya demikian ataukah membatalkanya. 

2. Tidak adanya udzur (alasan) sehingga akad ijarah atau sewa menyewa 

dapat dibatalkan. Tetapi jika terdapat udzur (alasan) baik dari pelaku 

ataupun objek yang diakadkan, sehingga pelaku berhak membatalkan 

akad. 

Akad sewa menyewa dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan 

syaratnya. Rukun adalah hal penting yang harus ada pada sebuah akad atau transaksi. 

Tanpa rukun suatu akad atau transaksi tidak sah, seperti yang telah dijelaskan Abdul 

Karim Zaidan dalam bukunya “al-Waiju fi Ushul Fiqh” bahwa rukun adalah bagian dari 

hakikat sesuatu atau zatnya.24 Ijarah atau sewa menyewa sendiri termasuk transaksi 

umum, yang akan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pada umumnya. 

Rukun dalam sewa-menyewa terdapat 4 diantaranya: 

1. Aqid, yaitu muajir (pihak yang menyewakan) dan musta‟jir (pihak yang 

menyewa) 

2. Sighat (ijab & qabul) 

3. Mauqud „alaih (objek yang disewakan) 

4. Ujrah (upah atau imbalan) 

Selain rukun akad Ijarah atau sewa menyewa diatas, terdapat beberapa syarat-

syarat agar transaksi akad Ijarah menjadi halal, diantaranya : 
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1. Syarat terjadinya akad 

2. Syarat saat pelaksanaan 

3. Syarat sah ijarah 

4. Syarat kezaliman 

Namun terdapat syarat-syarat ataupun unsur-unsur yang perlu dipenuhi ketika 

melakukan akad tersebut, yaitu : 

1. Para pihak yang bersepakat dalam akad harus saling rela atau ridho terhadap 

ketentuan akad dan tidak dalam keadaan terpaksa. 

2. Dalam akad Ijarah atau sewa menyewa tidak boleh ada unsur penipuan. 

3. Barang yang menjadi objek akad harus berwujud, bentuknya jelas sesuai realitas. 

4. Manfaat dari barang yang menjadi objek Ijarah harus dibolehkan, bukan yang 

bersifat haram. 

5. Upah atau imbalan yang diberikan harus yang bernilai sesuai dengan mata uang 

yang digunakan. 

4. Hukum Ijarah  

Hukum Ijârah yang pertama yaitu Ijârah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi 

penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma‟qud alaih 

sebab Ijârah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.  

Menurut ulama Hanafiyah tentang hukum Ijârah rusak jika penyewa telah 

mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih 

kecil dari kesepakatan waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat.  

Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis 

pekerjaannya, upah harus diberikan semestinya. Menurut ulama Syafi‟iyah bahwa Ijârah 



fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran 

yang dicapai oleh barang sewaan.25  

5. Macam-Macam Ijarah  

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad Ijârah menjadi 2 

macam, yaitu:26 

a. Ijârah a‟mâl Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih, 

Ijârah jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 

tukang jahit, buruh bangunan, buruh pabrik, tukang ojek.27 Ijârah seperti ini terbagi 

kepada 2 macam, yaitu: 

1) Ijârah yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang 

kebun dan satpam komplek perumahan  

2) Ijârah yang berserikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang berjumlah 

lebih dari satu orang seperti buruh pabrik dan buruh bangunan, tukang sepatu dan 

tukang jahit 

b. Ijârah a‟yân Yaitu sewa menyewa yang bersifat menimbulkan manfaat bagi orang 

yang menyewa. Contoh Ijârah a‟yân yaitu:  

1) Sewa menyewa rumah untuk tempat tinggal  

  Menyewakan rumah untuk tempat tinggal dibolehkan baik rumah itu 

ditempati oleh si penyewa atau ia menempatkan orang lain dengan cara Ijârah 

(pinjam) atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan atau membuat rapuh 
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seperti tukang besi dan orang yang menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal 

yang memungkinkan rumah itu dapat ditempati (dihuni) menurut kebiasaan yang 

berlaku.  

2) Sewa menyewa kendaraan  

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya harus 

dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang 

yang akan dibawa dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan 

karena semuannya nanti akan berpengaruh kepada kondisi kendarannya. Apabila 

hal itu tidak dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara pihak yang 

menyewakan dan pihak penyewa.28  

3) Sewa menyewa tanah  

Dalam sewa tanpa harus dijelaskan tujuannya apakah untuk pertanian dan 

disebutkan pula jenis tanamannya, bangunan bengkel atau warung, dan 

sebagainnya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan maka ijarah menjadi fasid. Hal 

ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, 

tanaman, dan jenisnya.  

4) Sewa menyewa pakaian (pengantin)  

5) Sewa menyewa perhiasan  

 Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang atau jasa merupakan 

manfaat yang diperbolehkan oleh syara‟ untuk dipergunakan sebagaimana 
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lazimnya, maka ulama fiqih bersepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa 

menyewa.29 

 Adapun pembagian dari segi derajatnya ijârah, Ibnu Taimiyah 

membaginya kepada 3 macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Pertama, setiap orang yang menyerahkan manfaat dengan adanya pengganti 

(iwadh), termasuk dalam hal ini adalah maskawin (mahar) Baik pekerjaan 

dalam ijârah tersebut dapat diketahui atau masih samar dan baik ijârah 

tersebut bersifat lâzim atau ghair lâzim (jâiz).  

2) Kedua, ju‟âlah yaitu manfaat benda tersebut tidak diketahui akan tetapi adanya 

pengganti dapat tertanggung dan akadnya termasuk akad jâiz (ghair lâzim). 

Misalnya seseorang berkata: “Barang siapa mengembalikan mobilku kepadaku 

maka baginya ada upah”. 

3) Ketiga, ijârah khusus yaitu seseorang yang menyewakan benda miliknya atau 

seseorang memperkerjakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dalam 

tanggungan. Manfaat benda yang disewakan tersebut dapat diketahui dengan 

jelas dan bagi upah orang yang melakukan suatu perbuatan dapat diketahui 

dengan jelas. Maka dalam keadaan demikian hukum ijârah tersebut bersifat 

lâzim dan menyerupai hukum akad jual beli.  

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa 

Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan harus 

dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa, yaitu sebagai berikut: 

30 
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a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan barang 

1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaannya. 

2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi 

objek sewa menyewa, karena ia telah mempermilikkan manfaat dengan terjadinya 

perjanjian tersebut. 

3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada 

orang yang menyewanya. 

4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya seperti 

memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali 

apabila kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.  

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa barang  

1) Penyewa barang diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang disewanya.  

2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaannya oleh orang lain, 

sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali diwaktu sebelum 

akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak 

diperbolehkan adanya penggantian pemakai.  

3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam perjanjian.  

4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.  

5) Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya kecuali 

rusak sendiri.  

6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena 

kelalaiannya kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.  



 

7. Pembayaran Upah Sewa  

Jika Ijârah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu 

berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan 

tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan 

Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir menyerahkan zat 

benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima bayaran karena penyewa sudah 

menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta‟jir, yaitu:31  

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasankan kepada hadis yang diriwayatkan 

Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda: “berikanlah upah sebelum keringat pekerja 

itu kering”  

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa kecuali bila dalam akan 

ditentukan lain, manfaat barang yang diijârahkan mengalir selama penyewaan 

berlangsung.  

8. Pembatalan dan Berakhirnya  Sewa Menyewa  

Ijârah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya 

fasakh pada salah satu pihak, karena Ijârah merupakan akad pertukaran, kecuali bila 

didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.32 Fasakh (pemutusan) disini adalah melepaskan 

perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total 

seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.33  
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Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa 

menyewa yaitu:34  

a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan  

Yaitu pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat 

kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan 

diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Dalam keadaan seperti ini pihak yang 

menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak yang menyewa.  

b. Rusaknya barang yang disewa  

Yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami 

kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai 

dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa 

menyewa adalah rumah dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka dalam hal ini 

seperti pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak 

penyewa.  

c. Rusaknya barang yang diupahkan  

Yaitu barang yang diupahkan majur „alaih seperti baju yang diupah untuk 

dijahit karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.35  

d. Masa sewa menyewa telah habis  

Yaitu masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah 

disepakati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa 

telah berakhir (batal).  

e. Adanya uzur  
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Uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin 

telaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk 

berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang 

ataupun bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal ini pihak 

penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah 

disepakati sebelumnya kepada pihak yang menyewakan. 36 

Menurut Mazhab Hanafi apabila ada uzur seperti rumah disita maka akad 

berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan Ijârah itu 

apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan 

dilanda banjir.  

Menurut ulama madzhab Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah bahwa transaksi 

ijârah harus diketahui dan dihadiri oleh kedua pihak. Masing-masing tidak bisa 

membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti barang yang 

disewa mengandung cacat. 

Tentang pernyataan bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkan transaksi 

ijârah, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifatsifat munafik, karena mereka 

membatalkan apa yang telah disepakati. Sedangkan menurut Abû Hanifah boleh saja 

membatalkan akad ijârah, dengan alasan tertentu, meski alasan tersebut dari pihak 

penyewa. Sebab, transaksi tersebut mesti dan seharusnya dilakukan atas dasar syarat-
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syarat yang dapat menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.37 Sewa 

menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata sepakat dalam perjanjian.  

Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk 

menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi barang-barang tertentu seperti rumah, 

hewan dan barang lainya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau 

terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan 

akan berakhir masa sewanya kalau mati.  

Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, 

maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang 

bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak 

mengakhiri masa sewa.38 
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B. WANPRESTASI 

1. Pengertian Wanprestasi  

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. 

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat antara kreditur dan debitur.39 Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena 

tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu 

yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang 

waktu yang telah dilampaukannya”.40 

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat 

bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata 

sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai 

wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar 

janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai 

wanprestsi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu 

“wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan 

memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut. Wirjono 

Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam 

hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu 
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perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji 

untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.41  

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat 

berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi 

prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi 

prestasinya.42 Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam 

melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang 

debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang 

diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat 

macam bentuk dari wanprestasi yaitu:  

a) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau 

tidak dapat diperbaiki. 

b) Terlambat memenuhi prestasi. 

c) Memenuhi prestasi secra tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.  

d) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tdak boleh dilakukan.43  

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian 

baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan 

merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari 

wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian 

menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah 

kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.  
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Menurut Mariam Darus Badrulzaman akibat hukum yang ditanggung debitur 

yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau 

mengganti:  

a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan 

kreditur. 

b) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur 

atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, 

yang timbul sebagai akibat ingkar janji. 

c) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.44  

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang 

berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang 

menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian sewa-

menyewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimpulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu 

yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban 

baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.  

Seorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk penuntutan 

pelaksanaannya. Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan “prestasi”. Jadi 

wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak 

melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenggajaan, maka pihak tersebut 
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dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan 

kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.45 

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi  

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:46  

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang 

tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama 

sekali. 

b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih 

dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi 

tidak tepat waktunya. 

c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi 

tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka 

debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.  

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:47  

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu 

perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan 
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dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. 

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, 

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan 

lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus 

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut 

dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in 

gebreke stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata 

adalah: 

a) Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 

penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan 

kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa 

disebut “exploit juru Sita”. 

b) Akta Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris  

c) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, 

kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.  

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang 

melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah 

pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka 

sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak 

diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam 

hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian 

berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi. 

3. Keadaan Memaksa (Force Majeure/Overmacht) 



Definisi keadaan memaksa (force majeure/overmacht) tidak ada di dalam 

KUHPerdata. KUHPerdata hanya memberikan batasan, sehingga dari batasan tersebut 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, 

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat 

melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak 

diindahkan sebagaimana mestinya, ini disebabkan adanya kejadian yang berada diluar 

kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi.48 Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai 

konsep keadaan memaksa (force majeure/overmacht) diantaranya adalah:49  

a) R. Subekti Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu 

disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak 

dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan 

tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan 

dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat 

dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi 

sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan 

memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan 

“memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak 

dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul 

risikonya oleh si debitur. 

b) Sri SoeMufita Masjchoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar Overmacht adalah 

keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan 
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(absolute overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi 

memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar 

kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative 

overmacht). 

c) Purwahid Patrik Overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur tidak 

melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan 

keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian keadaan memaksa (force majeure/overmacht) adalah suatu keadaan dimana 

salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian 

kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar 

kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi 

pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini 

tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Ada beberapa bentuk 

force majeure adalah sebagai berikut:  

a) Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga. Dalam hal ini, menurut 

Pasal 1244 KUHPerdata, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di 

pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan 48 

kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, 

melainkan termasuk kedalam kategori force majeure, yang pengaturan hukumnya 

lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur 

tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya. 



b) Force majeure karena keadaan memaksa. Sebab lain mengapa seseorang debitur 

dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab 

atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut 

disebabkan oleh keadaan memaksa. 

c) Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang. Apabila ternyata perbuatan 

(prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh 

perundangundangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena 

kewajiban membayar ganti rugi. 

  



C. TA’WIDH (GANTI RUGI) 

1. Pengertian Ta‟widh  

Asal kata Ta'widh yakni kata kerja iwadha yang artinya mengganti ataupun 

mengganti. Dalam bahasa dimana Al-Ta'widh berarti mengganti (kerugian) ataupun 

memberi ganti rugi, ada juga istilah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh 

pelanggaran. Ta‟widh berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh 

penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, 

yang kini menjadi kewajiban mereka.50 Kerugian yang bisa dikenakan oleh ta'widh yakni 

kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi 

secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan 

oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang 

sebenarnya.  

Dalam hal ini, objek ta'widh (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, 

dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat).51 Menurut Yahya Harahap, 

“ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu ataupun 

tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar 

ganti rugi.52 Dalam konteks ini, kerugian yakni segala gangguan yang menimpa 

seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya maupun harta bendanya, dan yang tampak 

sebagai penurunan kuantitas, kualitas, ataupun keuntungan.53 Para akademisi 

kontemporer mendefinisikan ta'widh secara berbeda. Menurut Wahbah al-Zuhaily, 
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ta‟widh mencakup kerugian akibat pelanggaran ataupun kesalahan. Ta‟wid yang 

dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai.54 

  

2. Landasan Hukum Ta‟widh  

Landasan hukum ta‟widh mengacu QS. Al-Maidah: 1 

ا اوَٓ  نَ اٰمَنوُٓ  يٰۤ ايَ ُّهَا الَّذِي    دِ ٓ  عُقُوٓ  ا بِالٓ  فوُٓ  ۤۤ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.55 Selain ayat di 

atas, juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 194  

و وٓ  رُ الٓ  اَلشَّ  ٓ  كُمٓ  عَلَي تَدٰىٓ  اع فَمَنِ  ٓ  حُرمُٰتُ قِصَاصٌ ٓ  امِ وَالحَ رَ ٓ  رِ الٓ  حَ راَمُ بِالشَّ

وَ وَاع ٓ   ٓ  كُمٓ  تَدٰى عَلَيٓ  لِ مَا اعٓ  هِ بِِثٓ  ا عَلَيٓ  تَدُوٓ  فَاع ٓ  لَمُوٓ  وَات َّقُوا اللّٰ وَ مَعَ ٓ  ا اَنَّ اللّٰ

نَ ٓ  مُتَّقِيٓ  ال  

Artinya: “Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan 

serangannya terhadapmu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwasanya Allah 

beserta orang-orang yang bertakwa”.56 Ta‟widh (ganti rugi) yang termasuk total biaya 

yang telah dibebankan pada seorang yang dikarenakan terkena pembiayaan bermasalah. 

Biaya riil ini termasuk biaya-biaya secara langsung yang secara nyata-nyata dikeluarkan 

sebab pembiyaan bermasalah. 

3. Syarat Ta‟widh  
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Syarat ta‟widh termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. 

Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk 

menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya ta‟widh sesuai 

nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda 

dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang 

terlewatkan (kerugian peluang ataupun al- fursyah al-dha i'ah). Menurut persyaratan 

hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak pasti 

ataupun kerugian yang tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan ta'widh).  

Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai 

objek ta'widh.57 Referensi lain menyebutkan secara rinci syarat ta‟widh ini yakni:58  

a) Ta‟widh ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran aktual yang 

terjadi sebab wanprestasi mereka. 

b) Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya-biaya riil (kondisi 

di kedua belah pihak) yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak. 

c) Biaya ta‟widh (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh 

dituangkan dalam bentuk rumusan. 

d) Dana ta‟widh yang diterima oleh LKS ini bisa dianggap sebagai penggantian biaya 

yang sebenarnya dikeluarkan. serta tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan 

dari ta‟widh (ganti rugi) yang dibebankannya. 

e) Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal. 

4. Ta’widh Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi 
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Dewan Syari'ah Nasional menimbang yang dimaksud dengan ta’widh adalah :  

a) bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah 

untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, 

termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan 

konvensional; 

b) bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami 

risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda 

pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian; 

c) bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik 

nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-

haknya; 

d) bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam 

transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut; 

e) bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta 

fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam 

kondisi mampu; bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, 

DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (ta'widh) untuk 

dijadikan pedoman. 

Kemudian fatwa DSN MUI memutuskan ada beberapa ketentuan :59 

a) Ketentuan Umum 
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1) Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau 

karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 

3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg 

dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. 

4) Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) 

yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang 

diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang 

(opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah). 

5) Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang 

menimbulkan utang piutang (da‟in), seperti salam, istishna' serta murabahah dan 

ijarah. 

6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan 

oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian 

keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. 

b) Ketentuan Khusus 

1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak 

(pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 

2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara 

pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 

3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 



4) Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya 

yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 

c) Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di 

antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan 

Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 


